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PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj.

2P A A oy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis

hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara gugatan mahar antara:

A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan Honorer pada Dinas PU dan Penataan
Ruang Provinsi Sulawesi Barat, Pendidikan Sarjana
S.1, tempat kediaman di JIl. Tamasapi, Lingkungan
Danga, Kelurahan Binanga. Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat,

melawan

Sudirman bin Abdullah Dg. Buang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
\Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di
Jalan Mangga No. 73, Kelurahan Sinanga, Kecamatan
Mamuju. Kabupaten Mamuju, selanjutnya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 035/8.K/LBH-MY/1X/2017,
tanggal 13 September 2018, yang terdaftar pada
kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Reagister
Nomor 40/SK/IX/2018/PA.Mmj., tanggal 13 September
2018, telah memberikan kuasa khusus kepada.
Julianto Asis, S.H., M.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H.,
masing-masing Advckat/Pengacara pada Kantor LBH
Mandar Yustisi, beralamat di Lorong [_.‘;ahlia. No. RT. 8,
Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan

=al 1can3Zraaman Pt Mo ZEQPCt GrzU1ciPA hamy



- A ':.."4
Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut / o

sebagal Tergugatl, 7 A
Pengadilan Agama tersebut, e '..,-'/.'//"

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan
saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2018 ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj. tanggal
27 Agustus 2018, yang setelah mengalami perbaikan berisi pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2013
dan telah bercerai pada tanggal 24 November 2016 sebagaimana akta
cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor
0019/AC/2017/PA.Mmj tanggal 19 Januari 2017.

2. Bahwa beberapa bulan sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat
terjadi kesepakatan tentang mahar, yaitu bahwa Penggugat dan
Tergugat sepakat bahwa mahar yang harus diserahkan oleh Tergugat
kepada Penggugat adalah sebuah rumah.

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan itu, lalu Tergugat mengajak Penggugat
dan menunjukkan sebuah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya,
lalu Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Penggugat apakah kamu
setuju kalau maharnya adalah ini dan Penggugat menyetujuinya.

4. Bahwa tanah dan rumah yang dimaksud tersebut dalam angka (3) di
muka adalah Tanah dan rumah yang ketika itu milik Mama Sarinah yang
terletak di Jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:Sebelah
Utara berbatasan dengan Toko Abadi (H. Baharuddin) Sebelah Timur
berbatasan dengan Isya (Mama Lukman)Sebelah Selatan berbatasan
dengan Tour Travel, Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Fajar,
Objek ini selanjutnya disebut sebagai objek gugatan.
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janji Tergugat itu, Penggugat akhirnya meminjamkan kwitansi penibehan o
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14.Bahwa setelah SPORADIK terbit, Penggugat selalu meminta SPORADIK..

-

tersebut kepada Tergugat, namun setiap kali Penggugat memmtanya
Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan, sehingga
sampai dengan terjadinya perceraian bahkan sampai dengan sekarang,
SPORADIK tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat.

15.Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, objek gugatan
tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat bersama dengan isteri
barunya (isteri barunya itu adalah perempuan yang dihamili Tergugat
ketika belum bercerai dengan Penggugat).

16.Bahwa setelah bercerai, Penggugat telah berulang kali meminta objek
gugatan tersebut kepada Tergugat, tapi sampai dengan sekarang
Tergugat tidak mau menyerahkan objek gugatan tersebut kepada
Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.

17.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di muka, maka tindakakan Tergugat
yang menguasai dan tidak mau menyerahkan objek gugatan tersebut
kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah tindakan melawan
hukum, oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum menyerahkan
objek gugatan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,

2. Menyatakan tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di
Jalan Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:

. Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Abadi (H. Baharuddin)

. Sebelah Timur berbatasan dengan Isya (Mama Lukman)

. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tour Travel

. Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Fajar

Adalah mahar yang sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 can 32 haiaman_Ful. No. 2380/Fat G/Z2018/PA Mmj
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3. Menyatakan oleh karenanya Pengqgugat adalah pamilik yang sah atas/,
objek tersebut pada petitum angka (2) di muka '
Menyatakan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasal objelc
tersebut pada petitum angka (2) adalah perbuatan melawan hukum. :

S. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk manyerahkan objok
tersebut pada petitum angka (2) di muka kepada Penggugat dalam
Keadaan kosong
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah
menasihatiimendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan mahar yang
diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat
tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya
mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim Mediator Pengadilan
Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 4 Oktober
2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan,
selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat
tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan
jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

. Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang ada
dalam Surat Gugatan, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi
kepentingan hukum TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI
1. Bahwa PENGGUGAT salah menentukan status objek

- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini merupakan harta yang
TERGUGAT peroleh sebelum menikah dengan PENGGUGAT dan tidak
pernah dialihkan kepemilikannya kepada siapapun dan dalam bentuk
apapun,

2. Bahwa PENGGUGAT keliru dalam menentukan batas-batas Objek
Sengketa sehingga menyebabkan Gugatan Kabur (obscuur libel);

Hal 5 dan 32 halaman_Ful No. 280/Pdt G20 18/PA Mmy
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Sengketa sebagaimana  diuraikan e i3
sita gugatannya terdapat kesalahan, 'kafgﬁf

- Bahwa batas-batas Obijek
PENGGUGAT dalam po

batas sebenarnya adalah: K et

» Utara . St. Isah; Samnt

* Timur . H. Baharuddin:

* Selatan :F.Padu

* Barat : Muslimat AM., Amd. Kep.

Bahwa selain kekeliruan dalam penentuan batas yang dilakukan oleh
PENGGUGAT, juga PENGGUGAT salah meletakkan alamat Objek
Sengketa karena Objek Sengketa sebenarnya bukan berada 'du Jalan
Mangga melainkan di Lorong Pasar Lama (Belakang Pasar lkan), ;
Bahwa oleh karena PENGGUGAT salah menentukan batas‘dan !e:a
Objek Sengketa, maka menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas
(Obscuur libel); . .
3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan keliru mengenai
kewenangan peradilan (Kompetensi Absolut);
- Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatannya angka 17 menylatakan
bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah qall yang
. L | dalam
membantah dengan sendirinya bahwraka PENGGUGAT keliru _
menentukan kompetensi absolut atas perkara a quo; o
- hwa jika PENGGUGAT berkeyakinan telah terjadi perbuatan
o harusnya
melanggar hukum (onrechmatige daad), maka sudah seharusny
PENGGUGAT mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri bukan
Pengadilan Agama; »
DALAM POKOK PERKA ;
1. Bahwa TERGUGAT tidak membantah posita gugatan PENGGUGAT angka
1: . I3
2. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGG'UGAT at;‘egkaazta AI::
TERGUGAT pernah menjanjikan atau menyepakati mahar berup L,
dan bangunan sebelum pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGGUGAT angka 3 jika
' TERGUGAT mengajak PENGGUGAT menunjukkan tanah dan bangunan
i nikahan antara PENGG an :
sBel;e:’?: |O";)?ehkarG‘:legratan sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pqd@ angka 4
* pc?sita gugatan adalah tidak benar Ietak-lqtak batasnya, sebagaimana telah
ntah dalam bagian Eksepsi, :
TERGUﬁ:nT Z:Iai dalit PENGGUGAT yang menerangkan jukg PENGQUG{\T
> S:Igma bersagma TERGUGAT saat mengurus |Te':un§§a2 ]:al beli kOb;e:
i a posita angka 7 adala n.a enar, karen
S;%act;gwuéz_?a%:m:nsekg“ menemani TERGUGAT itupun dimaksudkan
i keadaan objek saja; .
s mehhat/mengetahUib tah dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan
6. Bahwa TERGUGAT memban IGC R qugt
. ka 8 karena kesepakatan yang tenac!u antara PENGG an
TERG GAT sebelum menikah dan diketahui saudara PENGGUGAT serta
2 RG'U rang tua TERGUGAT bahwa perlu disebutkan mahar tanah
dlsarkstli'éaarl: omenggecewakan pihak keluarga. PENGGUGAT sekalipun "ItU
?\g?\ a disebut-sebut saja, sehingga saat itu TERGUGAT sepaka}tt.gk;
i};i na tanah disebutkan sebagai mahar sebatas lisan saja tetapi tida
fﬁ)m:ksgud mengalihkan kepemilikannya; 9

e eve

Hal. 6 darl 32 nalaman_Put. No. Z80/Fct G/Z018/PA Mm|

I O



Ll N o SRR

: . .
PANS '/. /N
St \ 2,
e by X

’

alasan jika mahar tanah yang diucapkqn"-{aa 2,
GUGAT dan TERGUGAT sebatas penyebutan

7. ?ahwa TERGUGAT memiliki
ijab kabul pernikahan PENG
saja bukan diserahkan at
Nikah tidak ada penyaebut

unakan untuk membantah posita gugatan angka 9,

otugas KUA menolak pencatatan mahar/mas kawin
dalzm /Akm Nikgh dengan alasan tanah belum bersertifikat, melainkan
Rll?taal:li'l?:li kawin yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis dalam

8. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGGUGAT angka 10 jika
TERGUGAT  menyerahkan  kuitansi pelunasan objek, melainkan
PENGGUGAT telah mengambil kuitansi tersebut, dan untuk dalil posita
lainnya mengenai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya tinggal
bersama di Objek Gugatan, TERGUGAT tidak membantah:

. Bahwa tidak benar dalili PENGGUGAT angka 11 yang menyatakan
TERGUGAT telah berselingkuh dan bahkan menghamili perempuan, justru
sebaliknya. PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT karena TERGUGAT
mengalami musibah yang harus kehilangan lengan kiri, dan juga justru
PENGGUGATIah yang selingkuh:;

10. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGGUGAT mengenai kuitansi
pembelian Objek Sengketa sebagaimana posita 12 dan 13 karena kuitansi
hingga saat ini ada dalam penguasaan PENGGUGAT,;

11. Bahwa TERGUGAT membantah jika PENGGUGAT menyatakan sudah
pernah beberapa kali meminta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) karena tidak pernah terjadi, yang ada justru
PENGGUGAT selalu meminta untuk menjual Objek Sengketa karena
letaknya tidak strategis, namun TERGUGAT bertahan karena Objek
Sengketa adalah hak TERGUGAT, :

12. Bahwa benar jika Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) atas objek sengketa hingga saat ini dikuasai oleh TERGUGAT
karena merupakan hak TERGUGAT yang dibawa sebelum menikah
dengan PENGGUGAT.

Berdasarkan segala apa yang telah TERGUGAT uraikan dan kemukakan di

atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini untuk selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan TERGUGAT yakni
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI .
1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-

karena tidak benar jika P

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban/cksepsi Tergugat, Penggugat telah
mengajukan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:

- |
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Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 1

ahwa dalil T
B . alil Tergugat inj yang mengatakan bahwa objek gugatan, dalam
erkar m p
perkara ini adalah milik Tergugat yang diperoleh sebelum enggugbl dan

Tergu ol S
ergugat menikah, menurut hukum bukanlah dalil eksepsi karena sudah -

menyangkut waktu perolehan, sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut
sgdah masuk ke dalam ranah pokok perkara yang seharusnya tidak dapat
dipersoalkan dalam bagian eksepsi (dalil eksepsi ini bukan menyangkut
tentang formalitas gugatan).

Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap akan menjawab cksepsi
tersebut sebagai berikut:

Bahwa perlu Penggugat ingatkan kepada Tergugat bahwa gugatan yang
Penggugat ini ajukan adalah gugatan mahar, dan mahar memang harus
milik sah Tergugat sebelum menikahi Penggugat, karena bagaimana
mungkin suatu harta dijadikan mahar kalau harta itu bukan milik sah
Tergugat. ¥~

Mengenai alasan eksepsi Tergugat angka 2

Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Tergugat salah dalam
menyebutkan batas objek gugatan, meskipun sekiranya batas yang
didalilkan oleh Tergugat itu benar demikian adanya (hal ini nanti akan kita
lihat saat pemeriksaan setempat), ha! itu tidak lebih disebabkan karena
pemilik batas yang dahulu (ketika objek gugatan dibeli) dan pemilik batas
yang sekarang sudah tidak sama lagi orangnya, artinya perbedaan batas-
batas objek gugatan yang Penggugat dalilkan maupun yang Tergugat
dalilkan tidak lebih hanya perbedaan nama pemilik batas, dan tidak

mengakibatkan berbedanya objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat

dan yang dimaksud oleh Tergugat.

Bahwa demikian pula eksepsi Tergugat mengenai perbedaan letak
(perbedaan nama jalan) yang Penggugat dalilkan dan yang Tergugat
dalilkan hanyalah perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat

mengenai nama jalan letak objek gugatan tersebut karena masayarakat

sekitar ada yang menyebut jalan itu dengan sebutan jalan mangga (hal ini
bisa dilihat dari KTP Tergugat yang menyebutkan Tergugat beralamat di
ma jalan letak objek gugatan tersebut adalah jalan

Jalan Mangga, berarti na
a Tergugat tmggal dan beralamat di objek gugatan itu), dan

Mangga karen

Hal 8 dari 3Z halaman_Put No 280/Pdt GIZ018/PA My
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3.

ada pula masyarakat yang menyebutnya dengan lorong pasar. Kenapa
Penggugal lidak menyebutnya dengan sebulan lorong pasar? Karenb’kaldu

menyebut jalan itu dengan lorong pasar justru berakibat letak objek gUgaiaq_ _,, '

menjadi kabur karena di pasar itu terlalu banyak lorongnya yang dapat
berakibat menimbulkan pertanyaan “lorong yang mana?”

Bahwa dengan demikian, perbedaan penyebutan batas-batas objek gugatan
dan nama jalan letak objek gugatan bukanlah perbedaan yang dapat
mengakibatkan objek gugatan kabur, karena objek gugatan yang dimaksud
oleh Penggugat dan objek gugatan yang dimaksud oleh Tergugat adalah

7 iama.

engenai alasan eksepsi Tergugat angka 3
Bahwa eksepsi Tergugat ini adalah eksepsi kompetensi absolut dengan
alasan bahwa gugatan Penggugat scharusnya diajukan ke Pengadilan
Negeri karena Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat dinyatakan
perbuatan melawan hukum.
Bahwa eksepsi Tergugat ini sangat tidak beralasan, karena menganggap
setiap tuntutan perbuatan melawan hukum adalah tuntutan yang merupakan
kewenangan Pengadilan Negeri. Pemahaman seperti ini sangat keliru,
karena dalam perkara-perkara perdata, baik yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, maupun yang menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara, sangat dimungkinkan adanya tuntutan
tersebut. v
Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan seseorang yang
bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perbuatan
Tergugat yang menguasai kembali mahar yang telah diserahkan ketika akad
nikah, bukankah perbuatan itu melawan hukum?

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, maka sengat jelas seluruh

alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar

hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 2 dan angka 3 hanya

menyebutkan “Tergugat membantah” tanpa disertai dengan alasan
bantahan, Bila hal inl dnbonarkan oleh hukum maka semua orang akan

DD — W —" g NS A -
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gampang membantah dan menyerobot hak orang lain. Seharusnya

Tergugat memberikan alasan atas bantahannya itu.

1
-

o Al
P

Dari jawaban Tergugat ini sangat jelas Tergugat tidak dapat mombantah S
peristiwa-peristiwa yang Penggugat dalilkan, karena seandainya Tc:rgtlgat -

dalam posisi yang benar, tentulah Tergugat memberikan alasan hukum
yang menjadi dasar haknya/ membantah hak Penggugat.

- Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 4, Penggugat menunjuk
kembali jawaban atas eksespsi sebagaimana tersebut di muka sebagai
tanggapan atas jawaban Tergugat ini.

. Bahwa jawaban dalam pokok perkara pada angka 5 adalah kebohongan
yang sangat besar, karena sejak awal melihat rumah (objek gugatan)
sampai dengan pelunasan atas objek gugatan tersebut, Penggugat selalu
menemani Tergugat.

<> Bahwa kurang lebih empat kali Penggugat menemani Tergugat dalam
proses perolehan objek gugatan itu, yaitu yang pertama ketika Penggugat
dan Tergugat pergi melihat objek itu, yang kedua ketika melakukan
transaksi pertama kali dengan Pak Rusli (kuasa untuk menjual), dan yang
ketiga ketika Penggugat dan Tergugat pergi melihat rumah itu setelah
dikosongkan oleh Mama Sarinah, dan yang keempat ketika Penggugat dan
Tergugat melakukan transaksi pelunasan di tempat objek tersebut.

. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 6 sudah sangat
jelas menunjukkan itikad buruk Tergugat karena dengan sangat jelas dan
tegas Tergugat dalam jawabannya itu mengatakan bahwa mabhar itu hanya
disebut-sebut saja, berarti Tergugat secara jelas dan tegas mengakui bahwa
ia berniat menipu Penggugat dan keluarga Penggugat ketika akad nikah

dilangsungkan dengan cara menyebut objek gugatan itu sebagai mahar : =

ketika ijab kabul, namun dalam hatinya sudah terbersit niatnya untuk tidak
menyerahkan rumah itu kepada Penggugat.

Bahwa dari jawaban Tergugat ini yang mengatakan “mahar itu disebut-sebut
saja" pula sudah jelas bahwa Tergugat mengakui bahwa mahar yang
disebut oleh Tergugat ketika ijab kabul adalah objek gugatan itu,

Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan ada kesepakatan
bahwa mahar itu schatas lisan sgja, karena dalam hukum Isiam,
penyebutan matl?r dalam ijab kabul pernikahan bukan sesuatu yang boleh

Hal 10 dan 32 halaman_Fut. No, ZEQ/Fat Gi2018/FPA Mmj
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/ / /

dipermainkan, Torlabih lagi, jauh sabelum akad nikah dllangaungknn
Panggugat dan Tergugat sudah menyapakali bahwa objek gugyalan largebut
yang akan jadi mahar dalam pernikahan Pengqugat dan Tergugat, s

L) Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 7 adalah suatu :
pemutar balikan fakta yang dilakukan oleh Tergugat, karena pihak Kantor
Urusan Agama waktu itu menolak untuk menuliskan objek gugatan itu
sebagai mahar di buku nikah, bukan karena mahar itu tidak disebutkan
ketika ijjab kabul melainkan karena waktu itu, objek gugatan tersebut
sertifikatnya masih sertifikat induk (belum dipecah). Dan memang sudah
umum praktek yang terjadi di setiap Kantor Urusan Agama tidak akan
menuliskan mahar berupa tanah bila tanah itu tidak bersertifikat, meskipun
mabhar itu jelas disebutkan ketika ijab kabul (kalau tidak percaya, silahkan
tanya pegawai KUA). /

7. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 8 adalah suatu
kebohongan yang sangat besar, dan terhadap hal ini, Penggugat bertetap
pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12, 13 dan 14.

8. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 9 adalah sangat
mengada-ada, sedikitpun Penggugat tidak pernah selingkuh, Penggugat
siap bersumpah tidak pernah selingkuh.,

Bahwa Tergugat sengaja mengatakan Penggugat selingkuh hanya sekedar
menutupi fakta yang terbukti di persidangan perceraian yang lalu, di mana
ketika persidangan itu telah terbukti oleh saksi-saksi di persidangan bahwa
'Lwat se@gkuh dan menghamili dua orang perempuan yaitu perempuan

yang bernama Hijriah dan Irma.

6 Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka
10. Kuitansi tersebut sampai sekarang ada di tangan (dalam penguasaan
Tergugat) dan kuitansi itulah yang jadi dasar bagi Tergugat untuk mengurus
dan menerbitkan SPORADIK. Dan buktinya sekarang, SPORADIK itu telah
terbit. Bagaimana mungkin SPORADIK itu bisa terbit kalau kuitansi itu ada
di tangan Penggugat (bukan di tangan Tergugat)

10.Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 11 adalah
sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta, karena kejadian ketika
Penggugat dan Tergugat sepakat mau menjual objek gugatan tersebut
adalah ketika Penggugal ¢ dan Tergugat masih rukun dan tinggal bersama

St seetEae AR Sae b S PR S AR -t
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argugat  kemball  berselingkuh  denga g

karona

syorompuan lam, |
| | ' am, sehingga roncana forsobut (rencana meniual rurnsh i) ‘
tidak jadi dilakukan. 8 et f Y
: 7 4
Bahwa jawalby ‘ vl 2
“ | Yan Torgugat dafam pokole porkara pada angka 12, tidak pmﬁ;.»-"

Penggugat tanggapi lagi karona Jowaban Tergugat itu adalah pengakuan

Tergugat alas dalil Ponggugat,
dengan roplik angka 9 di atas

.\b
. ¥ Bahwa bordas a0 -
N(\_? B erdasarkan segala  uraian-uraian tersebut di muka, Penggugat

N/ menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan memohon agar

Tergugat tetap dihukum untuk maenyerahkan objek gugatan tersebut kepada
Penggugat dalam keadaan kosong,

sohingga lebih jelasnya dapat dihubungkan

Bahwa terhadap roplik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang ada

dalam REPLIK, terkecuali hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan
hukum TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai eksepsi salah
menentukan status objoek TERGUGAT kemukakan sebagai alasan untuk
mempertogas jika Objek Sengketa adalah milik TERGUGAT yang belum
pernah dialihkan haknya kepada siapapun;

5. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam REPLIK mengenai Ekzepsi
Gugatan Kabur (obscuur libel) sebab keliru dalam menentukan batas-batas
dan letak Objek Sengketa, semakin mempertegas dalil-dalil TERGUGAT
bahwa PENGGUGAT scbenarnya bukan orang yang berhak atas objek
sengketa karena tidak monguasai dan mengetahui secara tepat status objek
sengketa. Sekiranya PENGGUGAT bonar—bongr_ pah?m dan mengetahui
atas keberadaan dan kedudukan sebagai pemilik Objek Sengketa, maka
scharusnya tidak ada kesalahar; :a;aén szentuan batas dan letak Objek

kenyataannya tidak demikian;

8. ggge,?taﬁzg?::an / NGGUGAT dalam REPLIK mengenai eksepsi
kewenangan peradilan (Kompetensi Absolul), PENGGUGAT sebaiknya

memperhatikan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1‘989 tentang

Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Norpor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49

huruf a yakni: .
Pengadilan agama pertugas dan berwenang memernksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di lingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:

-~ PRp——
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waris; |
wasiat; e
hibah; N\ %

wakaf; A,
zakat;

infaq;

shadaqah; dan

ekonomi syari‘ah,

Penjelasannya: Yang dimaksud dengan “perkawinan’ aclalah hal-hal yang
diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang
beriaku yang dilakukan menurut syari‘ah, antara lain:

1) ::zin benistri lebih dan seorang;

2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam gans
lurus ada perbedaan pendapat;

3) dispensasi kawin;

4) pencegahan perkawinan,

5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,

6) pembatalan perkawinan;

7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istr;

8) perceraian karena talak;

9) gugatan perceraian;

10) penyelesaian harta bersama:

11) penguasaan anak-anak;

12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

16) pencabutan kekuasaan wali;

17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang v/ali dicabut,

18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,

19) pembebanan kewejiban ganli kerugian atas harta benda anak yang ada

di bawah kekuasaannya;

20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islamy;

21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

perkawinan campuran

22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun i 974 tentang Perkawinan dan dijalankan
menurut peraturan yang lain.

dari isi pasal hingga penjelasan mengenai kewonangan poradilan agama,

tidak satupun yang memberikan kewenangan mengenal penyelesalan

s A~k R

ﬂtlf dml)','sengketa gugatan mahar, Oleh karena gugatan mahar tidak dikenal dalam

Uy

2(a) -

penyelesaian sengketa pada Peradilan Agama dan gugatan mahar yang
dimaksud PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah

— -
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pengadilan negeri yang memang sudah menjadi kewenangannya:)(' X

DALAM POKOK PERKARA

-— ‘J.

“r

13.Bahwa dalil PENGGUGAT dalam REPLIK angka 2. TERGUGAT tanggapi -

tanpa perlu mengemukakan alasan-zlasan karena memang TERGUGAT
merasa tidak melakukannya, seshingga cukup dengan dalil TERGUGAT
menyatakan membantah dalil PENGGUGAT,

14.Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 3 dalam REPLIK, TERGUGAT
kembali mempertegas sesuai dengan azpa yang telah dituangkan daiam
bagian EKSEPSI dan menjadi ketetapan bagi TERGUGAT. )

15.Bahwa dalil PENGGUGAT angka 4 dalam REPLIK, TERGUGAT tanggap!
dengan mensgaskan kembali sesuai dengan apa yang telan dituangkan
dalam EKSEPSI| dan JAWABAN TERGUGAT bahwa PENGGUGAT hanya
sekali ditemani cleh TERGUGAT saat meninjau Objek Sengketa;

16.Bahwa dalil PENGGUGAT angka 5 dalam REPLIK, TERGUGAT
menanggapinya bahwa tidak ada maksud untuk melakukan penipuan
ataupun mempermainkan ijab kabul melainkan sudah menjadi kesepakatan
antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi kelancaran akad nikah, dan
sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaedah atau tata cara
melangsungkan ijab kabul. Dan sekiranya PENGGUGAT merasa itu adalah
haknya, lalu kenapa tidak mempersengketakannya sejak awal ketika
mengzjukan gugatan cerai;

17.Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka § dalam REPLIK, semakin
memperjelas jika PENGGUGAT semakin mengada-ada. TERGUGAT
mendalilkan tidak dicantumkannya Objek Sengketa sebagai mahar Karena
alasan sertifikatnya masih sertifikat induk. Sementara di sisi lan,
PENGGUGAT mendalilkan bahwa ada pengurusan sporadik atas objek
sengketa. Kedua hal tersebut adalah bertentangan, karena tanah yang
sudah bersertifikat tidak perlu lagi dibuatkan speracik, sehingga kami patut
menduga kuat bahwa PENGGUGAT hanya mencari alasan untuk
membenarkan permintaannya (petitum). Dan lagian mengenai praktik
pemberian mahar sudah lazimnya berpegang pada buku nikah dan tidak
benar jika Petugas KUA menolak mencatatkan jika mahar adalah tanah
kemudian tidak ada sertifikat, karena bagaimanapun bentuk mahar harusiah
dituliskan sepanjang bukan sesuatu yang dilarang ataupun diharamkan;

18.Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 7 dalam REPLIK, TERGUGAT
pun berketetapan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian EXKSEPSI
dan JAWABAN;

19.Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 8 dalam REPLIK, TERGUGAT
tidak perlu lagi menanggapinya karena sudah jauh dari hubungan
pembahasan materi pokok perkara;

20.Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT angka 9 dalam REPLIK, apabila
PENGGUGAT menggunakan alasan pengurusan sporadik yang menjadi
ukuran keberadaan kuitansi, maka pengurusan sporadik dilakukan pada
tanggal 26 Mei 2015 atau sebelum pernikahan antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Mamuju. Ini
menunjukkan bahwa PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk
membenarkan setiap daliinya, sehingga tidak benar jika kuitansi ada paca
TERGUGAT,

] 2 =% o - -~ - -
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angka 10 dan 11 dalam" é:EPLIK, 3 {

21 Bahwa untuk  dal PFN(-‘(‘UCAT
TERGUGAT i Misrar
N tidak  porly Menanggapinya  lebih lanjut, dan TERGUGAT . \

Dorpesi » nely
tnnu;;ufsxai;agq'M?J‘M"L“m"vannndndaanEKSEPsxaanJAvuABAN' ey
atas, maka TERGUGAT . tolah TERGUGAT uraikan dan kemukakah .

on kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini untuk selanjutnya bork
: orkonan n -
dengan menjatuhkan pumemn‘ sob:l(g:lgil :ll)t:)lrlilmlr" s

DALAM EKSEPS|

2. Manorima dan mengabulkan
C oksepsi '
DALAM POKOK PERKARA P TERGUGAT

3. Menolak gugatan PENGGUGAT
e gugata untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar bia):/a perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab, Tergugat mengajukan
cksopsi kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut dari
Tergugat torsebut, majelis hakim melakukan musyawarah majelis dan
menjatuhkan putusan sela Nomor 280/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 1
November 2018, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

@ Menolak eksepsi Tergugat tersebut; v
@Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara a
quo;

3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan
persidangan pemeriksaan pokok perkara;

Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan

bersama-sama dengan putusan akhir..
Bahwa setelah tahap jawab menjawab dan pembacaan putusan sela

tersebut, dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-

dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, tanpa

diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai, oleh Majelis Hakim lalu diberi

kode bukti P.1.;

Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Rumah dari Sudirman

(suami/Tergugat) kepada A. Purnamayanti, (Penggugat/istri) yang

diketahui oleh Kepala Lingkungan Kayu Langka, Rusli Jamaluddin, B.A,
meterai cukup stempel Pos, setelah alat

-

o

tertanggal 01 Oktober 2013, ber
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bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata . ",

cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.2.; L SOl

3. Hasil Pindai (Scan) Foto atas nama Rusli (kuasa dari mama Sar?na)af',/
untuk menjual objek sengketa yang terletak di Jalan Mangga, oleh—~
Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.3.;

4. Hasil Pindai (Scan) Surat Pernyataan atas nama Sudirman
(suami/Tergugat) bahwa tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap
A. Purnamayanti (istriPenggugat), tertanggal 01 Oktober 2013, tanpa
diperiihatkan aslinya dan tanpa meterai, oleh Majelis Hakim lalu diberi
kode bukti P.4.;

5. Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor 0019/AC/2017/AP Mmj., tanggal 19
Januari 2017 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju,
tanggal 05 November 2018, yang telah diberi meterai cukup dan
distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi
kode bukti P.5.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah
menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu
memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Azasi Sayuti binti Sayuti Leman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Pasangkayu, Kecamatan
Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Saksi adalah Ipar Penggugat, di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ipar Penggugat,
dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat;

- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai,
namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi perceraian tersebut di
Pengadilan Agama;

- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat,
maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat dan 1(satu)
buah bangunan rumah,

- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah hadir kebetulan saksi berdiri di

depan pintu dan mendengarkan langsung yang menikahkan bahwa mahar

O —" B VDV B [ (- O B PP - ——L .
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Ponggugat borupa satu bangunan rumah batu di Jalan Mangga. namUn

nomor rumah torsabut tidak ada,

bahwa saksi tidak mongetahui, luas dan batas-batas rumah yang'.di

maksud sebagal mahar Panggugat;
2 Sitti Fatimah binti Laha, umur 35 tahun, agama lslam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Binanga,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Sepupu dua kali

Ponggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sudirman alias
Ammang karena mantan suami Penggugat;

- bahwa saksi hanya mendengar bahwa antara Penggugat dengan
Teorgugat telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi
perceraian tersebut di Pengadilan Agama;

- bahwa sotahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat,
maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat dan 1(satu)
buah bangunan rumah;

- bahwa setahu saksi, pada waktu menikah hadir kebetulan saksi berada
dalam rumah dan mendengarkan langsung yang menikahkan bahwa
antara lain mahar Penggugat berupa satu bangunan rumah terletak di
Mamuju, namun saksi tidak pernah melihat rumah tersebut;

. bahwa saksi tidak mengetahui, luas dan batas-batas rumah yang di
maksud sebagai mahar Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan Jawaban/dupliknya, Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/16/15/2013 tanggal 11 Februari
2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala,
Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos,
satelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti T.1.;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
yang dibuat olch Sudirman dan diketahui Lurah Binanga

Rt
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0.593
No.593/50V/20151.8 fanggal 29 Mei 2015, yang telah dlbml mbtoral

GURL £
'\ & 3P mn lh\lh""‘l)l PO, aolol Wh alal bukti tortulis lor: anbut u'&’"k-"! .

.""

dan dicocokkan dengan aslinya tornyata cocok, oleh Majalis H;nkini,l,xlu

.
-

diberi kode bukti i i K

Bahwa  selain alat  bukii tortulis  tersebut, Tergugat juga telah

menghadirkan empat orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah,

lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

'

1,

Mina binti Marra, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman Jalan Mangga Nomor
73, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Ibu Kandung Teorgugat, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagal berikut:

bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung
Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan anak menantu:

bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di
Pengadilan Agama;

bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Penggugat dengan Tergugat
maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat:

bahwa setahu saksi, Rumah yang dianggap Penggugat sebagai
maharnya hal tersebut tidak benar, pada waktu itu hanya diperdengarkan
oleh keluarga Penggugat bahwa rumah tersebut dianggap mahar tetapi

tidak dengan sebenarnya (pura-pura);)(
bahwa setahu saksi, Rumah batu tersebut terletak di Jalan Mangga nomor

No.73 rumah tersebut yang saksi juga tempati sekarang;

bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas Rumah baty terscbut;
bahwa setahu saksi, rumah tersebut telah ada saat Tergugat bersama istri
pertama Tergugat bernama Anti;

bahwa saksi tidak mengetahui perihal orang bernama mama Sarina, dan
tidak mengetahui perihal surat pernyataan pengalihan hak rumah tersebut

kepada Penggugat,

2. Abdullah Dg. Buang bin Mina Dg Rahkul, umur 65 tahun, agama

Islam, pendidikan SR, pekerjaan pedagang, toempat tinggal di Jalan
Mangga No. 73, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga,

TR Bl g pn e e -y B b W
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Kecamatan Mamuiju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Ayah Kanfiung‘

Tergugat, di bawah sumpahnya tolah memberikan keterangan Jebngat

berikut: Ny Moy e

bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah lbu Kandung
Tergugat, dan kenal Penggugal karena mantan anak menantu, 7<
bahwa saksi tidak mengetahui, kapan antara Penggugat dengan Tergugat
menikah dan telah bercerai;

bahwa saksi tidak mengetahui, tidak tahu menahu tentang pelamaran,
pernikahan sampai perceraian Tergugat dengan Penggugat karena saksi
sedang sakit saat itu;

. Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang, umur 20 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mangga no.
73, Lingkungan Kay Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Saudara Kandung Tergugat, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung
Tergugat, dan kenal Penggugat karena mantan kakak ipar;

bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
bahwa setahu saksi, mahar Penggugat saat menikah dengan Tergugat
berupa emas dan seperangkat alat shalat;

bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat
memang disinggung soal rumah tetapi bukan dijadikan mahar, hanya
diperdengarkan saja olef keluarga Tergugat kepada Keluarga
Penggugat karena pada waktu ljab Kabul pernikahan bukan rumah
disebut tetapi emas dan seperangkat alat shalat;

bahwa setahu saksi, rumah tersebut terletak di Jalan Mangga, Mamuju,
dan rumah tersebut awalnya adalah rumah mama Sarina dibeli oleh
Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti ;

bahwa setahu saksi, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah
Tergugat bersama dengan mantan istri pertamanya bernama Anti, dan
setelah itu Tergugat menikah lagi dengan Penggugat, yang tinggal
adalah Tergugat dengan Penggugat hingga bercerai lagi;

S PTG R A TR TR e BO e B R PRI AR R TR R Sy N e V) TN By
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dengan tetap pada
Tergugat serta mohon putusan,

ihwal dalam persidangan telah
merupakan bagian yang tid

. - A P i e
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. Sukaena binti NI
e Sntl Baso Dg. Tamba, umur 43 tahun, agama Islam,” -
endidika i ; g
P n SMP, pekerjaan iby fumah langga, bertempat kediaman i

Kelurahan B awésiz 7
onto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawésiz .-

Selatan, Saksi adalah SePUpU satu kali Tergugat, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali
E_e_gg*g&at. dan kenal Penggugat karena mantan istri Tergugat;

bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
bahwa setahu saksi, mahar Penggugat saat menikah dengan Tergugat
berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat;

bahwa setahu saksi, pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat
memang disebut rumah tetapi bukan dijadikan mahar, hanya
diperdengarkan saja oleh keluarga Penggugat karena pada waktu ljab
Kabul pernikahan bukan rumah disebut tetapi cincin emas dan
seperangkat alat shalat;

bahwa setahu saksi, rumah yang ada di Mamuju tersebut hanya
diperdengarkan oleh keluarga pengugat kepada keluarga Tergugat,
setelah ljab Kabul pada hari itu juga, tetapi bukan pada waktu Imam
berjabat tangan/ijab kabul dengan Tergugat;

bahwa setahu saksi, rumah tersebut terletak di Mamuju, dan rumah
tersebut awalnya adalah rumah mama Sarina dibeli oleh Tergugat
bersama dengan istri pertamanya bernama Anti |

bahwa setahu saksi, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah
Tergugat bersama dengan istri pertamanya bernama Anti, kemudian

cerai. menikah dengan Penggugat, setelah menikah dengan Penggugat,

Tergugat dengan Penggugat tinggal dirumah tersebut sampai bercerai;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan
pendirian masing-masing baik pihak Penggugat maupun

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

termuat dalam berita acara sidang perkara ini

ak terpisahkan dari putusan ini.

- R -
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vienimbang, bahwa maksud dan tujuan sural gugatan Penggugal ddaiah’
sedagamana terurai di atas TR

Bahwa pada hari-hari parsidangan yang telah ditentukan, Penggugat
tolah hadir di persidangan, demikian juga TergugatKuasanya tetan hadif
dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat prinsipal divakili oleh kuasa

nukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/S K/LBH-MY/IX/2017,

et N )

langgal 13 September 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan
Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/IX/2018/PA.Mmj., tanggal 13
September 2018, walaupun Surat Kuasa Khusus tersebut tertulis “dalam
angajuan gugatan Harta Bersama’, namun oleh karena Surat Kuasa Khusus
terseout menunjuk perkara Nomor 280/Pdt.G/2018/PAMmi., tertanggal 27
Agustus 2018, sehingga majelis hakim menilai bahwa substansi surat kuasa

LA

tersedut terkait dengan perkara gugatan mahar Nomor
280 Pdt.G/2018/PAMmj., tertanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan_oleh

Senggugat, lagi pula dalam tahap jawab menjawab tidak dipermasalahkan oleh

Senggugat. sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-
syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan SEMA Nomor 8
Tahun 1824 tanggal 14 Oktober 1984 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin
talzh menasihatimendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan mahar
yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan
Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah
ditempuh upaya mediasi oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim
Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan
mediator tanggal 4 Oktober 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil
mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah
mamenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), jo.
Beraturan Mahkamah Agung Rl. MNomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;
Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim maealanjutkan

pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh

oA S AP .
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.en?gugat- tempi Pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan mh
menjawab sebagaimana telah diurai dalam duduk porkata
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: pemeriksaan perkara ini memasuki fahap %
bukii

RESISY 1=an..dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1., sampai dengan P.S.
dan alat bukti kesaksian para saksi:

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya,
Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode
T.1.. sampai dengan T.2. dan alat bukti kesaksian para saksi;

Menimbang, bahwa alat bukﬂQ’a yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang, telah memenuhi syarat sébagai alat bukti akta otentik dan
merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal
285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian
sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka secara formil alat bukti
tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., walaupun dibuat oleh pejabat yang
berwenang, namun oleh karena tidak diperlihatkan aslinya dan tanpa meterai,
sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 301 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan
dengan demikian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukii P.2., berupa akta di bawah tangan, dan
isinya telah disangkal cleh Tergugat (zie angka (1) eksepsi Tergugat), sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.),
sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti P,2. tersebut, dianggap oleh
majelis hakim sebagai alat bukti permulaan; v

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., dan P.4., berupa hasil pindai (scan)
foto dan akta di bawah tangan, tanpa diperlihatkan asli dan tanpa meterai, lagi

menjelaskan secara terang tentang status mahar yang menjadi obyek
ingga tidak memenuhi syarat-syarat alat

pula tidak

sengketa dalam pokok perkara ini, sehi
bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-280 Reglement

dan oleh karenanya alat bukti P 3, dan P. 4 tersebut
47

Buiteegewesten (R.Bg.).
harus dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa alat bukt T.1
yang dibuat oleh pejabat yang be
bukti akta otentik dan merupak

' mpurna (Volledig) dan mengikat (bindende),
maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2., berupa Fotokopi Surat Penyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dinyatakan sepihak dari
Tergugat, walaupun telah diregister dan telah diketahui oleh Lurah Binanga,
namun oleh karena obyek tanah dalam sporadik tersebut bertentangan dengan
keterangan Penggugat perihal batas-batas obyek gugatan Penggugat (zie
angka (4) gugatan Penggugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291
ayat (2) Reglement Buiteegewesten (R.Bg), sehingga nilai kekuatan
pembuktian alat bukti T.2. tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat
bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat
maupun oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan
berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi
syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1)
dan Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka secara formil

kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan
secara lisan di dalam persidangan,

Menimbang,

Tergugat, baik secara tertulis maupun
dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan

sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai
na (Volledig) dan mengikat (bindende) berdasarkan Pasal
1866 KUHPerdata, maka alat bukii tersebut dapat

pengakuan murni
pembuktian sempur
311 R.Bg., Pasal

dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam

al-Hukkam Fii Ushul al-Agdhiyah Wa Manaahj al

dalam Kitab Tabshirah
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,

Ahkam, Juz Ill, hal. 485,
sebagai berikut:

yrore gt SISV AL RS & A TR AN o S ]
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Artinya:
Adapun keterangan seseoran
seseorang dan terhadap per
seseorang tersebut dapat dipe
atas perkara dalam diri seseo
perkara di luar diri seseorang;

g di persidangan terhadap perkara dalam diri
kara di luar diri seseorang, maka keterangan
rtimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni
rang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 Reglement

Bultoegewesten (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk

mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara,

jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang
lainnya,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab
pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan
eksepsi-eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini Dalam
Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa/para
Tergugat di samping mengajukan eksepsi kompetensi absolut, juga
mengajukan eksepsi di luar kompetensi, sebagaimana dalam duduk perkara,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut (zie angka (3)
dalam eksepsi Tergugat), majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor

280/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 1 November 2018, dengan amar yang pada

pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut, dan Pengadilan

Agama Mamuju benwenang mengadili perkara 2 quo sebagaimana diurai

dalam duduk perkara di atas,
Menimbang, bahwa adapun eksepsi di luar kompetensi dari Tergugat,

antara lain eksepsi salah menentukan status objek, dan salah menentukan

batas dan letak Objek Sengketa (obscuur libel);
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah menentukan status objek

(zie angka (1) dalam eksepsi Tergugat), yang menyatakan bahwa objek

gugatan dalam perkara ini merupakan harta yang TERGUGAT peroleh sebelum

menikah dengan PENGGUGAT dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya

ral 24 qan 32 nalaman_rFut Neo ZEQ/Pcr GRG18/PA Mmy
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ggugal ini ajukan adaian g"\_':gglan' _ FEN
sah Tergugat sebelum memkéht’*':/
gugal, karena bagaimana mungkin suatu harta dijadikan mahar kalai~
harta itu bukan milik sah Tergugat (zie angka (1) replik Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dan terlepas dari
bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa
fakta hukum secara rincj perihal status objek, apakah harta milik Tergugat atau
bukan, serta apakah telah dialihkan atau belum kepemiiikan obyek sengketa
tersebut, adalah sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan
pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap
pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan
menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka (1) tersebut
harus dinyatakan ditolak:

Peng

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka (2) dalam eksepsi
Tergugat, yang menyatakan bahwa salah menentukan batas dan letak Objek
Sengketa (obscuur libel), karena batas-batas sebenarnya adalah sebelah
Utara: St. Isah, sebelah Timur: H. Baharuddin, sebelah Selatan: F. Padu,
sebelah Barat: Muslimat AM., Amd. Kep., demikian juga alamat Objek Sengketa
sebenarnya bukan berada di Jalan Mangga melainkan di Lorong Pasar Lama
(Belakang Pasar lkan), dan oleh Penggugat dibantah dalam repliknya bahwa
perbedaan penyebutan batas-batas objek gugatan dan nama jalan letak objek
gugatan bukanlah perbedaan yang dapat mengakibatkan objek gugatan kabur,

karena objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dan objek gugatan yang
dimaksud oleh Tergugat adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dan terlepas dari
bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa
fakta hukum secara rinci dan jelas perihal batas-batas serta letak objek

sengketa tersebut, juga sangat terkait dengan pemeriksaan pokok perkara, dan

pemeriksaan pokok perkara membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap

pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan
menurut hul.mm dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka (2) tersebut

harus dinyatakan ditolak;

SRNE S w—— b iy —
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Menimba ahwa sea: O AT T
_ "9, bahwa segata apa yang telah dipertimbangkan olel{majelis_s §
hakim d}% dalam eksepsi mery SN, o

tak terpisahk

Dalam Pokok Perkara '\,) :

\.J
iy

\ 1% s’ 7
pakan satu kesatuan sebagai bahagian.yang ;’/
_ an dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini; o

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Reglement
Buiteegewesten (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh
posita dan tuntutan para pihak:

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan angka 11
(sebelas) gugatan Penggugat, oleh TERGUGAT tidak membantahnya, yang
dikuatkan dengan alat bukti P.5, dan T.1, serta alat bukti persangkaan hakim
berdasarkan ketentuan Pasal 310 Reglement Buiteegewesten (R.Bg).
sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah
menurut hukum bahwa antara Penggugat (A. Purnamayanti, S.E., binti H. A.
Rauf Situdju) dan Tergugat (Sudirman bin Abdullah Dg. Buang) adalah
suami istri sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2013, dan
telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19
Januari 2017,

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) sampai dengan angka
7 (tujuh) dan angka 17 (tujuh belas) gugatan Pengaugat, dan telah dibantah
oleh Tergugat, serta berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat tidak dapat membuktikannya, bahkan sebaliknya dengan
berdasarkan alat bukti pengakuan Penggugat perihal letak dan batas-batas
obyek sengketa yang telah didalilkan oleh Tergugat itu benar demikian adanya

(zie replik Penggugat dalam eksepsi angka 2), serta alat bukti pengakuan
Penggugat perihal Tergugat telah melunasi objek gugatan tersebut sebelum
Penggugat dan Tergugat menikah (zie angka 6 posita gugatan Penggugat)
serta didukung oleh alat bukti keterangan tiga saksi Tergugat (Sukaena binti
Baso Dg. Tamba, Mina binti Marra, dan Muh. Amin bin Abdullah Dg.
Buang) dan alat bukti T.2., dan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan

ketentuan: Pasal 310 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), sehingga majelis

hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum
berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di

bahwa obyek sengketa
2 torletak di Jalan Mangga, Belakang Pasar Ikan,

atasnya seluas + 3,40 X am

— ey e
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RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurangan Binanga, Kecamatan, f ;y
Kapubaten Mamuju, dengan batas-batas, Sebelah Utara: St. lsdh“ belah 4

Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebolah ﬁarat »14 K
Muslimat, AM., AMd., Kep., yang dibeli oleh Tergugat sebelum menYEh
dengan Penggugat dari Awalina pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta
dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat
bernama Anti, dan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan
Penggugat yang belum pernah dibagi; 1

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) dan angka 9
(sembilan) gugatan Penggugat, dan telah dibantah oleh Tergugat, dan
walaupun keterangan saksi Penggugat (Azasi Sayuti binti Sayuti Leman dan
Sitti Fatimah binti Laha) bahwa pada waktu menikah Penggugat dengan
Tergugat, maharnya adalah 1(satu) stel emas, seperangkat alat salat dan
{(satu) buah bangunan rumah, namun keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut bertentangan dengan alat bukti otentik T.1. dan keterangan saksi-saksi
vang diajukan Tergugat (Sukaena binti Baso Dg. Tamba, Mina binti Marra,
dan Muh. Amin bin Abdullah Dg. Buang), sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 310 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), majelis hakim harus
menvatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa mahar
yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah 88
Real, dan 1 Stel Perhiasan Emas, dan adapun tanah berikut rumah berdiri di
atasnya yang menjadi obyek sengketa hanya disebut-sebut sebatas lisan saja
tetapi tidak bermaksud mengalihkan kepemilikannya agar tidak mengecewakan
pihak keluarga PENGGUGAT,;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan angka 12
(dua belas) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan Penggugat, dan
telah dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan
oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta peristiwa tersebut, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 310 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), majelis
hakim harus menyatakan bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan angka
12 (dua belas) sampai dengan angka 16 (enam belas) gugatan Penggugat
telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 27 dan 32 halaman_Put No. 280/Pat. G/2018/PA Mmy
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Menimbang, bahwa berdasarkan proses tahap konslatlcl p‘ada
pembuklian lersebul di alas, maka dilemukaniah fakla-fakla hukum, bagac

‘

Situdju) dan Tergugat (Sudirman bin Abdullah Dg. Buang) adalah
suami istri sah telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2013,
dan telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal
19 Januari 2017,

- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri
di atasnya seluas + 3,40 X 9 m’, terletak di Jalan Mangga, Belakang
Pasar lkan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurangan Binanga,
Kecamatan Mamuju, Kapubaten Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah
Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F.
Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., AMd., Kep., dibeli oleh Tergugat
sebelum menikah dengan Penggugat dari Awalina pada tanggal 31 Maret
2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri
pertama Tergugat bernama Anti, dan dalam masa perkawinan antara
Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah dibagi;

- Bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penagugat dengan
Tergugat adalah 88 Real, dan 1 Stel Perhiasan Emas, dan adapun tanah
berikut rumah berdiri di atasnya yang menjadi obyek sengketa hanya
disebut-sebut sebatas lisan saja dan tidak dimaksudkan untuk
mengalihkan hak kepemilikannya agar tidak mengecewakan pihak

keluarga Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt., dalam al-Qur'an

Surah al-Nisa' ayat 4: R ) .
alss Oeliaa sl | P
Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Kketentuan Pasal 1 huruf (d)
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan
Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
selanjutnya disebut KHI, bahwa "Mahar adalah pembenan dari calon mempelai
pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang. uang atau jasa

-- -
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harta berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdin di atasnya\seuz}s1 4 (:
3.40 X 9 m", terletak di Jalan Mangga. Belakang Pasar lkan, R'IIIRW AV >
N %

Kayulangka Galung, Kelurangan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kaptbater e
Mamuju, dengan batas-batas: Sebelah Utara: St Is sah, Sebelah Timur, H
Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat. Muslimat, AM.,
AMd., Kep., dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari
Awalina pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan
Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama Anti, dan dalam
masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang belum pernah
dibagi, sehingga tidak diketahui jumlah/porsi hak bagian masing-masing antara
Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama Anti, yang
mengakibatkan pula tidak diketahuinya berapa porsi bagian hak si pemberi
mahar (Tergugat) dari obyek di atas, yang dapat diberikan kepada si penerima
mahar (Pengugat) sebagai hak milik Pengugat yang sah, dan hal tersebut telah
menvalahi ketentuan syarat harta yang akan diberikan/dihibahkan.
sebagaimana maksud ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI di atas, dan dengan
demikian terhadap tuntutan angka 3 (tiga) dalam petitum primer Penggugat
tersebut, tidak terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya harus
dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 4 (empat) dan angka S

(lima) dalam petitum primer Penggugat, oleh karena berdasarkan fakta hukum
bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara Penggugat dengan Tergugat
adalah 88 Real, dan 1 Stel Perhiasan Emas, dan obyek berupa sebidang
tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas + 3,40 X 9 m®, terletak di
Jalan Mangga, Belakang Pasar lkan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung,
Kelurangan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kapubaten Mamuju, dengan batas-
batas: Sebelah Utara: St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah
Selatan: F. Padu, dan sebelah Barat: Muslimat, AM., AMd., Kep., tidak
termasuk mahar yang sah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat,
sehingga obyek tersebut tidak menjadi hak milik Penggugat, maka terhadap
tuntutan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam petitum primer Penggugat

tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus pula
dinyatakan ditolak:

Hal 30 danl 22 halaman_Put No. 280/FPat G20 15/PA Mmj
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara, gLAgatan o

mahar, dan lermasuk dalam ruang lingkup perkara pukuwmau dan

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- -Undang RI Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Rl
Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan terhadap angka 6 (enam) petitum
primer gugatan Penggugat, tidak beralasan menurut hukum, dan oleh
karenanya harus ditolak, selanjutnya menyatakan segala biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan
dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dalam
petitum primer gugatannya telah dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan
tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primer
gugatan Penggugat, majelis hakim harus menyatakan dengan menolak gugatan
Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018
Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh

kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.M.A., selaku Hakim Ketua, dan Drs. H.

Andi Zainuddin dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing selaku Hakim-

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim olch Kctua Pengadilan

Agama Mamuiju tangoal 31 Oktober 2018, dan putusan tersebut diucapkan

i e
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dalam sidang terbuka untuk umum pada harn Rabu, tanggal 26 Desember 2013
Miladiyah, yang berlepalan dengan langgal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijnyah oieh
Hakim Tunggal (DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.) serta dibantu oleh Drs. H.
Sudarno, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Tergugat.

Hakim Ketua
ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota | Hakim Anggota ||
ttd ttd
Drs. H. Andi Zainuddin Naharuddin, S.Aq.M.H.
Panitera,
ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Biaya Pendaftaran Rp 30.000.-
Biaya Proses/ATKPerkara Rp 50.000,-
Biaya panggilan Rp 120.000.-
Biaya Redaksi Rp 5.000,-
Biaya Meterai Rp 6.000-

Jumlah Rp 211.000.-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

psﬁcfkﬂﬁ epadal/atas permintaan Penggugat/Tergugat’)
/dajdm kKeqiaan belum/sudah BHT")

r» ’/D‘s ; '. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak p‘;rm =




PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Gugatan Mahar aniara:

A. Purnamayanti, S.E., binti H. A. Rauf Situdju, umur 35 tahun, agama Islam, pekeraan
Honorer pada Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sulawes) Barat,
Pendidikan Sarjana S.1. tempat kediaman di Jalan Tamasapi,
Lingkungan Danga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/
Pembanding:

(/ melawan

Sudirman bin Abdullah Dg. Buang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
\Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Mangga
No. 73. Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju. Kabupaten
Mamuju, selanjulnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
035/S.K./LBH-MY/IX/2017, tanggal 13 September 2018, yang
terdaftar pada kepaniteraan Pengaditan Agama Mamuju Register
Nomor 40/ SK/ IX / 2018/PA.Mmj., tanggal 13 September 2018,
telah memberikan kuasa khusus kepada:

Julianto Asis, S.H., M.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H., masing-
masing Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Mandar Yustisi,
beralamat di Lorong Dahlia, No. RT. 8, Lingkungan Axuri,
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding,

Hal. 1 dari 15 hal, Put.44/2019/PTA.Mks



Pengaditan Tingal Agama tersebul

Telah membaca dan mempelagan semua swal yang berhubungan dengan
perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termual dalam putusan Pengadilan
Agama Mamuju Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 20 Desember 2014
Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan Penggugat seiuruhnya,
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumliah

Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan, Penggugat dan Kuasa Tergugat

hadir

Bahwa lerhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan
banding pada tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akia
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada
tanggal 8 Januari 2019,

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
Terbanding pada tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal
15 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal
18 Januari 2019 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding
pada tanggal 22 Januari 2019

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra
memori banding tertanggal 8 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera

Hal. 2 dari 15 hal, Put.44/2019/PTA.Mks
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pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah disampaikan

kepada Pembanding pada tanggal 15 Febrian 2019,

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberntahukan untuk
membaca bertkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 6 Februari 2019 dan
berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 12 Februari
2019 dan tanggal 15 Februari 2019, bak Pembanding maupun Terbanding telah
mempelajari, memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Februari 2019 dengan
Nomor Register 44/Pdt.G/2018/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada
Pembanding dan Terbanding pada tanggal 21 Februari 2019 dengan surat Nomor
W20-A/516/HK.05/11/2019.

PERTIMBANGAN HUKUM/.2 .7,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama
Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor
280/Pdt. GI2018/PA Mmj., tanggal 20 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan
tanggal 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori
banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,
Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam Pulusan
Pengadilan Agama Mamuju Nomor  280/Pdi.G/2018/PA.Mmj., tanggal
20 Desember 2018 maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Penggugat sebagai persona standi in yudicio untuk mengajukan
permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding hadir pada saat putusan
diucapkan dan Pembading mengajukan banding pada tanggal 9 Januari 2019,

Hal. 3 dari 15 hal, Put.44/2019/PTA MKs
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maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 dari 14 hari tenggang
waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam
Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang
Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan
menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum
putusan a quo, maka sepanjang berkailan dengan kewenangan mengadili dari segi
absolute dan relative, proses pemanggilan, pemberian kuasa, usaha perdamaian,
upaya mediasi dan penentuan legal standing para pihak berperkara telah sesuai
dengan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga
hal-hal tersebut dinilai legal reasoning benar dan memenuhi tata cara/tahapan-
tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih
menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permasalahan dalam perkara ini
sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majels Hakim
Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan
sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, baik menyangkut kompetensi
absolut maupun eksepsi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah

tepat dan benar selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam
putusan Tingkat Banding ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, pertimbangan
hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis
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Hakim Tingkat Banding lidak sependapat dengan bebarapa pertinbangan
¢ san y: [ £ . . alles . ,
dan putusan yang dijatuhkan, oleh karena ity akan memgetimbangean reennas

sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Pengguaat/Pembanding telzh mengajuvan gussian
mahar dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, beberapa bulan senelum
menikah, Penggugat/Pembanding dan Tergugal/Terbanding sepakal dalam
menentukan mahar yang harus diserahkan gleh TergugatTerbanding “erada
Penggugat/Pembanding adalah tanah dan rumah yang terletak di jzian Mangaz
Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamnatlan mamuju. “acunaten
Mamuju dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Toko Abad: (H. Bzharuddin),

- Sebelah Timur dengan Isya (mama Lukmazan),

- Sebelah Selatan dengan Tour Travel,

- Sebelah Barat dengan Ambo Fajar, selanjulnya menjadi chys« sengreta
dalam pekara ini,

Kemudian akad nikah berlangsung pada tanggal 10 Februri 2013 €engan manar
adalah obyek sengketa yang diucapkan pada saat ijab kabul sehingga sejzk saat
itu sah menjadi milik Penggugat/Pembanding sebagai manar 2kan tetapi tidax
tercatat dalam buku nikah meskipun pihak keluarga telzh meminta kepada pihak
Pegawai Pencatat Nikah untuk menuliskan dalam buku nikah namun menciak
dengan alasan bahwa obyek tersebut tidak bersertifikat: vl

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 Pengzugat
Pembanding bercerai dengan Tergugal/Terbanding sesuai Akia Cerai yang
dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju nomor 0019/ AC/ 2017/
PA.Mmj., tanggal 19 Januari 2017 dan ocbyek tersebut dikuasai oleh
Tergugat/Terbanding sampai sekarang meskipun sudah Dbeberapa %35
Penggugat/Pembanding meminta, namun TergugalT erbanding tetap tidak mau

menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding
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yang ada kaitannya dengan pokok masalah yaitu bukti P2 dan dua orang saksi,
masing-masing Azasi Sayuli binti Sayuti Leman sebagai saksi kesatu dan Sitli
Fatimah binti Laha sebagai saksi kedua,

Menimbang, bahwa bukli P2 berupa Surat Pernyataan Tergugat/Terbanding
tertanggal 1 Oktober 2013 yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh
Tergugat/Terbanding yang intinya Tergugat/Terbanding membenarkan rumah yang
terletak di Jalan Mangga yang sekarang menjadi obyek sengketa telah diserahkan
sebagai mahar atau mas kawin kepada Penggugat/Pembanding pada saat akad
nikahnya berlangsung tanggal 10 Februari 2013 selanjutnya menyatakan
menyerahkan sepenuhnya hak terhadap rumah tersebut kepada Penggugal/
Pembanding dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukli P2 tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan matril berdasarkan Pasal 281 RBg yaitu dilulis sendir,
diberi tanggal dan ditandatangani oleh yang membuat dalam hal ini
Tergugat/Terbanding dan isi surat tersebut berkaitan dengan pokok masalah yang
disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan
ketertiban umum, sengaja dibuat sebagai bukti dan bukti surat tersebut tidak
dibantah oleh Tergugat/Terbanding. maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai
bukti P2 sebagai akla otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan
mengikat dan dapat berdiri sendiri,

Menimbang, bahwa meskipun bukti P2 dapat berdiri sendiri namun Maijelis
Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi
Penggugat/Pembanding yang menerangkan bahwa saksi-saksi telah menahadiri
acara akad nikah Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan telah
mendengarkan langsung orang yang menikahkan menyebutkan bahwa mahar
Penggugat/Pembanding adalah berupa satu buah bangunan rumah yang
sekalipun saksi-saksi fidak menyebutkan secara rinci letak, lvas dan
batas-batasnya akan tetapi tidak ada perbedaan antara obyek mahar yang
disebutkan saksi dan yang dimaksud Penggugat/Pembanding dan Tergugat/
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(saksi kesatu). Amin bin Abdullah (saksi keliga), Sukaena binli Baso Dg.Tamba
(saksi keempat) dan Fitrl binti Zainal (saksi kelima),

Menimbang, bahwa bukli T1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh
pejabal yang berwewenang yang selelah ditelili ternyala telah memenuhi syarat
formil dan matril sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat oleh karena itu Tergugal/Terbanding telah mampu
membuktikan bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding pada

saat akad nikahnya berlangsung adalah 88 riyal dan satu setel perhiasan emas;

Menimbang, bahwa terhadap empat orang saksi yang diajukan Tegugat /
Terbanding, kesemuanya telah memenuhi syarat formil meskipun saksi pertama
adalah ibu kandung Tergugat/Terbanding dan saksi ketiga adalah saudara
kandung Tergugat/Pembanding akan tetapi berdasarkan Pasal 172 ayat (2) dan
(3) serta Pasal 174 ayat (2) RBg dapat menjadi saksi dalam perkara ini karena
masalah mahar termasuk bidang perkawinan yang pada umumnya dilibatkan
adalah pihak keluarga kuhususnya keluarga dekat, selanjutnya keempat saksi
1ersebut telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka sidang yang akan
4 pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keempat saksi Tergugat/Terbanding tersebut telah
menerangkan bahwa disebutkannya rumah obyek sengketa ketika akad nikah
hanya sekedar diperdengarkan saja oleh keluarga Penggugat/Pembanding bahwa
rumah tersebut adalah mahar tetapi tidak dengan sebenarnya yaitu hanya
pura-pura dan dipertegas oleh saksi ketiga, keempat dan kelima bahwa ketika
rumah tersebut disebutkan sebagai mahar oleh Tergugat/Terbanding. bukan saat
imam berjabat tangan (jjab Kabul) dengan Tergugat/Terbanding tetapi nanti
setelah pengucapan ijab kabul meskipun pada hari itu juga, sedangkan mahar
yang sebenarnya adalah satu setel emas dan seperangkat alat shalat sesual
keterangan saksi kesatu dan ketiga sedangkan menurut saksi keempat dan kelima

adalah cincin emas dan seperangkat alat shalat,
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Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding
menyangkut rumah obyek sengketa sebagai mahar, ternyata lidak mempunyai
sumber pengetahuan hingga saksi-saksi dapat mengetahui bahwa disebutkannya
rumah obyek sengketa sebagai mahar hanya sekedar memperdengarkan atau
hanya pura-pura dan juga tidak menerangkan apakah hal tersebut menjadi
kesepakatan bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding
sebelum menikah sebagaimana didalilkan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi menyangkut rumah obyek sengketa sebagai mahar
pura-pura tidak memenuhi syarat matril sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menyangkut mahar yang dianggap benar sebagaimana
dalil Tergugat/Terbanding yaitu “88 riyal dan satu setel perhiasan emas” maka dari
keterangan keempat saksi Terggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan diatas
disamping tidak jelas sumber pengetahuannya juga bertentangan antara
keterangan saksi yang satu dan yang lainnya dan bertentangan pula dengan bukti
T.1 sebagai bukti otentik yang menyebutkan mahar adalah 88 riyal dan satu setel
emas. bukan satu setel emas atau cincin emas dan seperangkat alat shalat, oleh
karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut juga tidak memenuhi syarat matril
sehingga tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap
bukti-bukti Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak
mendukung dalil-dalil bantahannya hahwa rumah obyek sengketa yang disebutkan
sebagai mahar ketika akad nikah bukan mahar yang sebenarnya melainkan hanya
diperdengarkan saja oleh keluarga Penggugat/Pembanding atau hanya rekayasa,
maka dalil bantahan tersebut lidak terbukti dan harus dikesampingkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mampu
membuktikan bahwa rumah obyek sengketa benar adalah mahar yang diberikan
Tergugat/Terbanding pada saat akad nikahnya beriangsung ditambah 88 riyal dan
satu setel emas sedangkan Tergugat/T erbanding tidak mampu membuktikan
bahwa penyebulan rumah obyek sengketa sebagai mahar hanya pura-pura atau

Hal. 10 dari 15 hal. Put.44/2019/PTA.Mks

Dipindai dengan CamScanner

80



o
0

FHVd3dVYd S1NLLISNI JIWVISI d0O J1VLS dO Advdal] TYdLlNED

=1
N

Wy
=
<
o
T
o
«
as

Dipindai dengan CamScanner



sengketa sebagar mahar kepada Pengougat/Pembanding dalam keadaan kosong

karena menjadi utang Terqugat/ 1 ertbanding yang wajb diselesakan,

Menimbang, bahwa adapun pendapat  Majelis Hakim Tingkat Pertarma
dalam pedimbangan hukumnya pada halaman 30 yang menyatakan obyek
senagketa dibeli Tergugat/Terbanding dalam masa perkawinannya dengan isto
pertamanya nama Anti dan belum dibagi hingga Tergugat/Terbanding menikan
dengan Penggugat/Pembanding akibatnya tidak diketahui berapa jumiah/porsi
bagian mantan istrinya dan berapa bagian Tergugat/T erbanding yang dapal
dihibahkan sebagai mahar kepada Penggugat/Pembanding sehingga hal tersebut
menyalahi ketentuan syarat harta yang dihibahkan sebagaimana diatur dafam
Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum islam. maka terhadap pertimbangan tersebut
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat
dijadikan sebagai dasar untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding sehingga
Tergugat/Terbanding dapat menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada
Penggugat/Pembanding karena hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam perkara
ini dan Penggugat /Pembanding sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut adalah
miliknya sendiri dan jika dikemudian hari ternyata ada pihak yang merasa dirugikan
akibat tindakan Tergugat/T erbanding menjadikan rumah obyek sengketa sebagai
mahar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat/T erbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkam pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ada kaitannya
dengan pertimbangan tersebut , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berperdapat
bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya oleh karena
itu Putusan Pengadilan Agama Mamuju  Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal
20 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440
Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana
akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun bukli-bukt, dalil-dall atau kelerangan-
kelerangan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding
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baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding sebagaimana dalam
memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding yang belum
dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi
dipertimbangkan karena apa yang dipertimbangkan dalam putusan i sudah

e

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang MNornor

cukup mendukung putusan dalam tingkat banding ini;

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding
dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;
Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 280/Pdt.G/
2018/PA.Mmj., tanggal 20 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal
12 Rabul Akhir 1440 Hijriyah:

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan
Mangga, Lingkungan Kayu Langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan mamuju,
Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:

. Sebelah Utara dengan Toko Abadi (H. Baharuddin),
. Sebelah Timur dengan Isya (mama Lukman),

- Sehelah Selatan dengan Tour Travel,
Sebelah Barat dengan Ambo Fajar, dan menjadi obyek gugatan dalam

pekara ini,

adalah mahar Penggugat/Pembanding yang diberikan oleh Tergugat/

Terbanding pada saat akad nikah tanggal 10 Februari 2013;
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3. Menyatakan bahwa mahar berupa lanah dan rumah sebagaimana disebutkan
pada amar angka 2 menjadi hak pribadi/hak milik Penggugat/Pembanding oleh
karena itu perbuatan Tergugat/Terbanding yang menguasai obyek mahar
tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum  Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan obyek mahar
sebagaimana tersebut pada amar angka 2 dan 3 kepada Penggugat/
Pembanding dalam keadaan kosong;

5. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pertama sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)
dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019
Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriah, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum olen kami Dr. Hj. Aisyah Ismail. S.H., M.H.,
sebagal Ketua Majelis. Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H., dan Dra. Hij.
Kamariah, S.H.. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk
perdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor
44/Pdt.G/2019/PTA Mks., tanggal 22 Februari 2019 dengan dibantu oleh Dra. Hj.
Hasmawati HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara.
Hakim Anggota Ketua Majelis
tid ttd
Drs. H. M.Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.
ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H,
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Perincian Biaya !
Biaya proses penyelesaian perkara
Redaksi

Meteral

Jumiah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Hj. Hasmawali HF, M.+

- Rp1234.000.00
-Rp 10.000.00

Rg 98.0C0.00

. Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Urtuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

&f Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

N

3lipan gang sama bunyinya
1 Paggacian Aczradiamy o

p—
—

|

Drs.M.D

N

fhan Rasyid, S.H. MH. [/
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